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ABSTRAK

Sri Devi Sartika., Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan
Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam. (dibimbing oleh Bapak Yunus
Shamad dan Bapak Hannani).

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu sistem perekonomi Indonesia
yang dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan
partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh semua anggota
masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada
dibawah pengendalian atau.pengawasan anggota masyarakat. Ekonomi kerakyatan
ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,. memiliki prinsip bahwa
perekonomian disusun’ sebagail usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang di gunakan pemerintah kota
parepare terhadap ekonomi kerakayatan sudah sesual atau tidak dengan ekonomi
Islam serta bagaimana nilai dasar dari ekonomi Islam tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan
data menggunakan 'metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu teori peran, teori pemerintah, teori
ekonomi kerakyatan dan teori ekonomi Islam. Adapun teknik analisis data yang
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk konstribusi dari sistem
ekonomi kerakyatan di kota parepare, menerapakan nilai dasar ekonomi Islam yaitu
nilai dasar keseimbangan karena terjadi keseimbangan antara kepentingan diri sendiri
dan kepentingan bersama; (2) konstribusi pemerintah kota parepare dalam ekonomi
kerakyatan menerapkan nilai dasar kerja sama dan kepemilikan, bahwa pada dasarnya
segala sesuatu yang ada dimuka-bumi iniemilik Allah SWT. Pemerintah hanya
memberikan wewenang untuk ‘memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, untuk
selanjutnya dimeratakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunei: Ekonomi Kerakyatan, pemerintah kota Parepare
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,

mereka senangtiasa memb n pada akhirnya mereka hidup
secara berkelompok- anusia dalar atau berkelompok akan
membentuk suatu organisas berusaha mengatur dé ngarahkan tercapainya,

tujuan ampai pada

buah negara dapat dili i sejarahnya

ke bel lah muncul seiring k di bumi ini
yang berbeda sesuai adaban dan

ejak awal peradaban manu pemerintah,

baik be i a manusia an makhluk

sosial, inya jika berkump

'Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Paduan Kuliah di Perguruan
Tinggi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 29.

2Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Cet. I; Jakarta:
P.T. ALUMNI, 2010), h. 83.

*Munir Misbahul, Peran Pemerintah dalam Perekonomian dalam Prespektif Islam (Malang:
UIN Malang, 2006), h. 1-2.
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organisasi itu dalam bentuk partai, maka bukan sekedar partai yang besar, tetapi para
anggotanya juga harus sejahtera baik lahir dan batin.
Tanpa disadari atau tidak, bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa

lepas dari dunia perekonomian, karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia

dalam menjalani kehidupannya. P an sehari-hari kita temukan masalah-

masalah yang berhubunga rdampak pada kehidupan sosial

masyarakat seperti angguran yang sering
menimbulkan tinda
ut Indonesia

sebagai asional dari

waktu muncul pertama Kali dil mmad Hatta

dalam s erjudul ekonomi rakyat tahun 1993.

Tulisan menjadi dasar konse i tan sebagai

tanding akan sistem ekonomi Be
situasi sosial ekon i da saat itu,
menem kaum pribumi d h. Ekonomi

iptakan seba

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluarga. 2)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

*Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan (Jakarta:Lembaga Suluh Nusantara, 2014), h. Vii.
https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/ekonomi_kerakyatan.pdf..(9 Mei 2018).
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https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/ekonomi_kerakyatan.pdf..(9

orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Ekonomi kerakyatan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat di b ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki

prinsip bahwa perekonomi aha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan, selain i inkan kemakmuran rakyat.
dalam koperasi.
si dilakukan
sedangkan
pinan dan pengawasan sendiri

kope

apat nilai-nilai yang t nya bersifat

di salah satu badan Japat unsur

Ses ngan prinsip dari ekono

ahwa kopera am ekonomi atan karena
pakan bentuk atunya bentu sahaan yang

slam adalah

i kehidupan
angsung dalam
memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan

standar hidup yang layak. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An- Nahl/16: 71.

*Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII; Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 16.
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Terjemahannya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang laindalam hal
rezeki, tetapi orang-orang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau
memberikan rezeki merek oudak-budak yang mereka miliki, agar
mereka sama (meras aka mengapa mereka mengingkari
nikmat Allah.°

Dari ayat di elaskan bahwa ividu dalam masyarakat

saja tic faatkan ki i intah wajib
an alam dengan menye a agar dapat

ng layak.

lakang diatas, penulis bahas lebih

dalam t Siste nomi kerakyatan yang ada di sehubungan
dengan pemerintah gan ekonomi
1.2Ru asalah

rkan latar bela elah dikemukaka aka penulis

san. Adapun

1.2.1 Bagaimana bentu , ota Parepare terhadap ekonomi

kerakyatan?

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit jumanatul
Ari-Art , 2004), h. 274.
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1.2.2 Bagaimana konstribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi
kerakyatan menurut ekonomi Islam?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.3.1 Untuk mengetahui .k lerintah kota Parepare terhadap
ekonomi kera

1.3.2 Untuk mengetahui konstribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi

1.4 Keg

diperoleh dari penelitia lah s¢
141
1411 diharapkan mampu m i pemikiran
terhadap ekonomi kerakyat
1412

an ini dihar itian sejenis

a menghasilkan p liti

1.4.2 an Praktis

2neliti: Uunpknieilmuan

1.4.2.1 pagai sarana

oleh selama

1.4.2.2 Bagi pemerintah setempat: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pegangan

awal bagi pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



1.4.2.3 Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu
tambahan kepada setiap orang yang akan mengembangkan, dan meningkatkan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara efektif.

13l
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian p intinya dilakukan untuk mendapatkan

gambaran tentang hubungan t iteliti dengan penelitian sejenis yang

pernah dilakukan oleh idak ada pengulangan dalam
penelitian kali ini.
da beberapa
peneliti ahulu yang terkait dengan masalah ekonomi : ang berbasis
kepada

211 lul” Analisis

sarkan pada
ebersamaan.
ikiran Muh
pada filsafat
diambil dari

sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan hadits. Sedangkan persamaann

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.12

2.1.3

terletak pada nilai-nilai dasar sistem baik ekonomi kerakyatan dalam
pemikiran Muh. Hatta maupun ekonomi kerakyatan dalam ekonomi Islam.’

Penelitian kedua oleh Zainal Arifin Hoesein, dengan judul “Peran Negara

Dalam Pengembangan Sis mi kerakyatan Menurut UUD 1945~

Adapun hasil dari ngat besar untuk menerapkan

sistem ekono

dibutuhkan
nat pasal 33
enetapkan salah satu a oleh negara
plementasikan semang terkandung

t. Penetapan rumusan pelaksanaan

akyatan yang diamanatkan 19458

an yang dila “Efektifitas
Jalam Penge kyatan (Stuc s BAZ kota
re)” Jurusan eri (STAIN)
e Dalan‘P*nniEM RrEus kepad ifitas zakat
e kerakyatan.

ekonomi Islam

"Fidha Quadri, “Analisis Komparatif Terhadap  Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi

Kerakyatan dalam Pemikiran Muh. Hatta” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:
Parepare, 2010), h. 84.

87ainal Arifin Hoesein, “Peran Negara Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menurut

UUD 19457(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Walisongo:Bekasi) h. 525.
https://media.neliti.com/media/publications/84666-1D-peran-negara-dalam-pengembangan-sistem-
e.pdf (diakses 10 Mei 2018).
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mempunyai hubungan yang sangat erat hal ini terlihat dari keseimbangan
antara hak individu dan hak sosial. Zakat merupakan landasan ekonomi Islam,
Soko guru muamalat, dan tiang perekonomian ummat apabila zakat

dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan mampu memanilisir angka

kemiskinan. Penerapan Le an Amil Zakat (BAZ) sebagai tempat

penerima, pengum istributor dapat dilihat dari hasil
pelaksanaan dikelolah oleh lembaga
BAZ®
persamaan
dengan k perbedaan
peneliti y di i dengan penelitian ter pada fokus
peneliti m penelitian kedua fo iti ama dengan
peneliti itian tersebut hanya me Peran negara
dalam nomi kerakyatan menurut i, penelitian
yang ak A eneliti 3 arena belum
ada ya
sistem karena itu,
peneliti pta Parepare

dalam

Fatmawati, “Efektifitas Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus BAZ
kota Parepare)” (SKripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2010), h. 67.
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10

2.2 Tinjauan Teoritis
2.2.1 Teori Peran
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Peran adalah perangkat tingkat yang

diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.'® Dalam

pengertian lain, Peran menekankan individual sebagai pelaku sosial yang

mempelajari perilaku sesuai mpatinya di lingkungan kerja dan
masyarakat. Teori Pe aksi antar individu dalam

n dan peran

dalam , penjelasan
n histories konsep pera ari kalangan
yang m t dengan drama atau tea pada zaman

alam hal ini, peran ber andang atau

ktor dalam sebuah pentas se on tertentu.

ian peran me ilmu sosial suatu fungsi

yang d an seseorang Keti ki jabatan tertent orang dapat

ngsinya kare ya.

ang meIeP narepi RLEilbedakan

posisi atau

orang dalam
Ukkan tempat
individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan

pada fungsi, artinya seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta:PT.
Gramedia Pusat Utama, 2008), h. 1051.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



11

masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga
hal, yaitu:
2.2.1.1 Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Contoh: Sebagai seorang pemimpin harus dapat

menjadi panutan dan suri N para anggotanya, karena dalam diri

pemimpin tersebu na-norma yang sesuai dengan
posisinya.
2.2.1.2 Peran adala onsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu
ainya, harus
bagi para
2.2.1.3

n sebagai perilaku indi bagi struktur

ontoh: Suami, isteri, negeri, dsb,

dalam masyarakat yang tur/susunan

2.2.1.1. i kedudukan

nnya sesuai

ang diharapkan

oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.?

150erjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h. 243.
2Bruncej. Cohen, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.
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2.2.1.1.2 Fungsi Peran
Adapun fungsi peran dalam membimbing seseorang dalam berperilaku adalah
sebagai berikut:

2.2.1.1.2.1 Memberikan arah proses sosialisasi

2.2.1.1.2.2 Pewarisan tradisi, aan, nilai-nilai, norma-norma, dan
pengetahuan;

2.2.1.1.2.3 Dapat mem

2.2.1.1.2.4 Menghidupke : Ol sehingga dapat

eran berdasarkan car eranan bisa

(ascribed roles), yait roleh secara
n karena usaha, misalnya enek, anak,

hi itu peranan yang d h atas dasar
mengetahui
ya peranan

endiri maupun

peranan yang ditunjuk oleh pihak lain."

133, Dwi Narwoko, Bagon Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Ed. | (Cet. I;
Jakarta: Kencana, 2004), h. 138-141.
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2.2.2 Teori Pemerintah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemerintah adalah sistem menjalankan
wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu
negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama

memikul tanggung jawab terbatas menggunakan kekuasaan. Secara umum

ruang lingkup peran pemerir ang luas, di mana secara garis
besar diklasifikasikan

ujuan ekonomi islam secare

onomi islam
imana telah diketahui slam adalah
lisasikan melalui optim karena itu,
dari Allah SWT. dan ecara umum
adalah menciptakan laha agi  seluruh
intah adalah melanjutkan
m dan meng usan-urusan
tensi  pemeri dalah untuk

alam urusan

erintah yang
berperan menggali, menggerakkan, dan mengombinasikan berbagai faktor, seperti

tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah. Pemerintah

“pysat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
h. 459.
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memegang peranan peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat
dalam pengaturan administrasi negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum
lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal

dunia (dengan dinas pemakaman).*

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Pemerintah
Dalam suatu Nega ibentuk secara demokratis dan
diselenggarakan berda ultasi timbal-be

Potongan Surah Al-Bagare

eorang khalifah di muka

ekhalifahan, yang dituj masyarakat

muslim ekhalifahan

. Akibatnya,

seluruh an demikian

hanya p gkan urusan

“Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan Dan ALQuran (Jakarta:Bumi Aksara, 2004). h. 5.

'*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6.
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A ¢ \,Amuwusmus;;@_dm G 3al)) Lad
;::T‘:Js&pmjs\qgf s A0 slaG gl DL };;g_\suzlﬁ

=

Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari
mereka. Sekiranya kamu
menjauhkan diri dari

mohonkanlah am

-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
as lagi berhati kasar, tentulah mereka
itu maafkanlah mereka,
usyawaratlah dengan mereka
membulatkan tekad, maka
h menyukai orang-orang

eka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.....
t kita simpulkan bahwa : tah terhadap

tas kasih sayang, simpa Pemerintah
harus meringankan  kebutuhan . sekaligus

ejahteraan, ke n yang lebih

kan secara arah dengan

rakyat. r NegaP AfntEsPnln E)a sehing kyat bebas

YDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 71.
¥Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 368.

YAbul A’la Al Maududi, The Islamic Law and constitution, terj. Asep Hikmat, Hukum Dan
Konstitusi sistem politik Islam (Cet; Bandung: Mizan, 1995), h. 207.
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2.2.2.3 Asas-asas Pemerintahan
2.2.2.2.1 Asas amanat, mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki
oleh pemerintahan adalah amanat Allah dan juga amanat rakyat yang telah

memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas ini menghendaki agar

pemerintah melaksanak asnya dengan memenuhi hak-hak yang
2.2.2.2.2 Asas ke arti bahwa pemerintah
gatur masyarakat deng uat aturan-aturan hukum

tidak diatur

pemerintah berjalan di : N atas dasar

ntah atau pejabat. Adan

g-undangan menghend g dibuat itu
ada fitrah atau kodrat manu
kum-hukum
mikian pula
ajib ditaati.
tetapi juga
perundang-
arus sejalan
dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian,

maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan bersangkutan telah

gugur, karena agamamelarang ketaatan pada kemaksiatan.
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17

2.2.2.2.4 Asas Musyawarah, menghendaki agar hukum-hukum perundang-
undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara
mereka yang berhak. Masalah yang perselisihkan di antara mereka para

peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-

ajaran dan cara-cara ndung dalam Al-Qur’an dan Sunnah
Rasulullah SA

2.2.3 Teori Ekono

2.2.3.1 Pengertian

eformasi di

: ' : m ekonomi
luarkan ketetapan M S itan  Rakyat
IV/MPR/1999, tentang : luan Negara
istem perekonomian In : m ekonomi
ekonomi kerakyatan, masy me aktif dalam

takan iklim sehat bagi

dan gagasan
onomi dunia
akyat dalam
harian Daula , artikel yang c kan pada tangga November 1993
tersebut, ditengah-tengah perekonomian dunia yang sedang dilanda depresi besar,

Muh. Hatta pada intinya mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan

Abd Muin Salim, Figh Siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur’an, (Cet. II;
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995). h. 306.
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kondisi perekonomian rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia
Belanda.
Ekonomi kerakyatan membahas suatu situasi perekonomian dimana berbagai

kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota

masyarakat, hasil-hasilnya dinikmat semua anggota masyarakat, sementara

penyelenggaraan kegiatan-k n berada dibawah pengendalian
atau pengawasan angg a masyarakat.
ditujukan untuk
sebesar angan hidup
gat penting,
artinya landasan dalam penyel
ingrat, mendefinisikan )agai sistem
ekono kan partisipasi aktif ) sehingga
masyare i pelaku pembangunan me hasil-hasil
pemba sesuai deng

angan yang annya pada

proses gunan yang sedan

i kerakyatan

awasann)P* nlEmn Eonomi d

mian yang d pelaksanaan

ikmati oleh

akarta: Pustaka

Widyatama, 2004), h. 2.
?2Demokrasi adalah 1. (bentuk atau sistem) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta
memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2. Gagasan ayau pandangan hidup

yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga
negara dalam bidang ekonomi.

23arbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2004), h. 5-6

*Mahmud Thoha, Menapak Abab 21 (Cet. I; Jakarta: Milenium Publisher, 2002), h. 148.
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seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat
memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi
sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.?

Ekonomi kerakyatan turunan dari sistem demokrasi ekonomi dan disesuaikan

dengan nilai-nilai lokal. Dalam ek erakyatan seperti di Indonesia, nilai

semangat yang diusung ad kebersamaan, persaudaraan, dan
rasa senasib sepenang edaan menarik dan cukup
mendasar tentang ekonc kerakyatan. Dalam konsep perekonomian Indonesia,
pemerataan
istem ekonomi keraky: n Indonesia
mian terbaik jika dib i erekonomian
h kompenen penting pe engkap yang
akni asas keadilan, kebebas pada sektor

busi dan ko arekonomian

Ekonomi K
| bersamaan
pula orang

iskinan dan

“Faris Rahman Wardana, “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau Dari
Prespektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut
Agama Islam Negeri Jember, 2016), h. 20, http://digilib.iain-jember.ac.id/211/1/COVER%20DLL..pdf,
(10 Mei 2018).

%Ahmad Zarkasi Efendi, dkk, DEMOKRASI EKONOMI:Koperasi dan Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan, (Cet. I, Malang: Averroes Community, 2012), h. 59.
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kebodohan wajib diperangi dengan pencerdasan bangsa sebagai prioritas.
Sebab, upaya peningkatan kesejahteraan umum suatu negara akan sulit
tercapai tanpa di dahului dengan pencerdasan banga.

2.2.3.2.2 Pembebasan dari keterbelakangan. Manusia tidak akan bodoh lagi jika

dikenalkan program pe masyarakat di bidang pendidikan serta
kesehatan.

2.2.3.2.3

2.2.3.2.
nasion
ntah dalam pembang iona tama lewat

patan lapangan pekerj dah tertuang

045 Pasal 27 Ayat 2%,

ri peluang aniaya dalam ra mikul beban

bangunan rel g bisa dipetik

egahan dan k pembangu g terhitung

ilai salah ata n alam.?®

Prinsic JOfREPARE

empunyai
lainnya.

Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh

“"pasal 27 ayat 2: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”.

%30eharsono Sagir, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009), h. 1-2.
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yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang
tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:
2.2.3.3.1 Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas

kekeluargaan. Prinsip ini kan acuan semua badan usaha baik

2.2.3.3.2 Prinsip rakyatan harus bisa

ilan dalam masyaraka ini diharapkan dapat

2.2.3.3. i an pendapatan. Masya i men dan
i harus merasakan pem

ma ini pem

g tinggi tern i . ng tinggi

k membawa tan. Pertumb

sakan s"rhi”yn Eisebut pe a besar,

2.2.3.3.4 Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya
sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga

21
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negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi/individu merupakan hal

yang harus mendapat prioritas. Namun kepentingan pribadi/individu tidak boleh

mengabaikan kepentingan masyara Ik menjaga kepentingan masyarakat

negara memiliki kompetensi bagai cabang produksi yang

dapat memenuhi kebut Jp masyarakat ba

2.2.3.3.5 Prinsip a atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku

giatan

menghimpun para pel

omi lainnya, baik usa ataupun
kecil.#
2.2.4
2.2.4.1
a hukum yang b er dari Al-
Qur’an mian umat 3% Ekonomi
Islam merupakan

sosial yang

nilai-nilai

#An Salamah, “BAB 11l Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kerakyatan dan Program daya”
http://repository.uin-suska.ac.id/7376/4/BAB%20111.pdf (22 Maret 2018)

*07zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.
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31 seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat

Islam”.
dikatatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakekatnya manusia adalah
mahkluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan

sosial namun landasan pada konsep Islam.

Secara normatif ekonomi Isl sebuah sistem ekonomi yang dibangun

berdasarkan tuntunan ajar ekonomi Islam adalah sebuah

tatanan ekonomi yan latas dasar a dan prinsip-prinsip moral
Islam.*2

h “Islamics

(llmu ekonomi Islam i ahuan yang

ah ekonomi masyarak h nilai-nilai
definisi ini, Muhamma enjelasakan

m tidak hanya mempelajari uso lainkan juga

pengetahuan

an distribusi

daya I@(ﬁﬂ Epnqnial -syariah tujuan yang

berlebihan,

3l

Ekonomi Islam”, Wikipedia Encyclopedia Bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah (12 Mei 2018).

*Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, Cet. | (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), h. 6.

%Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.
29.
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menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi, atau melemahkan keluarga dan
solidaritas sosial dan jalinan masyarakat.**
2.2.4.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

2.2.4.2.1 Kebebasan individu

Individu mempunyai hak asan sepenuhnya untuk berpendapat atau

membuat suatu jap perlu dalam sebuah negara

2.24.2.

hak individu untuk me un begitu ia

tasan tertentu supaya merugikan
arakat umum.
2.2.4.2. ekonomi dalam batas yang
ekonomi tara orang
enjadi tambe ia mencoba

ar, adil dan

2.24.2.

menggalakan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan

negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu

$*Muhammad, Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap
perbankan syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), h. 24.
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2.24.2.

2.24.2.

2.24.2.8
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masyarakat saja. Di samping itu amat penting setiap individu dalam
sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha
mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

Jaminan sosial

Setiap individu mempu ntuk hidup dalam sebuah negara Islam,

dan setiap warga nemperoleh kebutuhan pokoknya

anggungjawab utama bagi

hidup”. Dan
di antara : a kebutuhan
rpenuhi.

an secara meluas

penumpukan kekayaa ecil tertentu

enagjurkan distribusi kek kepa: ua lapisan

Larangan terhadap organisasi'anti sosial
Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti
sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum, arak,

riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.
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2.2.4.2.9 Kesejahteraan individu dan masyarakat
Islam mengakui kesejahteraan individu dan Kkesejahteraan sosial
masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya

saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi

islam mencoba meredak iflik ini sehingga terwujud kemanfaatan
bersama.*

2.2.4.3 Karakteristi

2.2.4.3.1 Rubbaniye

sumber dari

Hadis yang

sehi. Ekonomi Islam a berdasarkan

ik tolak dari Allah, be 1 Allah, dan

idak lepas dari syariat omi seperti

umsi-impor, ekspor tidak

akhir Tuha j e ng produksi

lain karena i
dalah untuk

bisa hidup

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah.

Artinya, segala aktifitas ekonomi Islam merupakan suatau ibadah yang diwujudkan

%5Aszalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid | (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
h.8-10.
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dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan
hanya diwilayah mesjid, musala, langgar, dan surau. Beribadah juga disyariatkan
lewat kegiatan eknomi, meliputi daerah pasar, perkantoran, pasar modal, dan

perbankan. Lebih dari itu Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas

ekonomi sesuai ketentuan Allah di se enjuru di muka Bumi ini, tidak menzalimi

orang lain, dan bertujuan n bagi semua manusia. Ketika
seorang beribadah den 3 imba ilaku ekonominya dengan
a ibadah menjadi suatu yang cace

2.2.4.3. i an di luar)

ua manusia

ngawasaan dimulai dar usia, karena

lifah) bagi dirinya send yai jaringan

ruk yang keluar dari j gin berbuat

ag lain. Pengawasan sela luar, yang

lem pengawas. ya dengan

ari luar, Isla baga pengawasan
membenahi n.

antara yang

persiapkan
umatnya untuk beraktifitas ekonomi sebebas-bebasnya, selam tidak bertentangan
dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain.
Berbagai macam keharaman yang ada dalam aktivitas perekonomian secara Islam

merupakan kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal
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yang ‘lunak’ dan boleh dilakukan, berlebihan lagi boleh dieksplorasi dengan sebebas-
bebasbya karena tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.
2.2.4.3.5 Al-Tawazun bayna al- Maslahah al-Fard wa al-Jama’ah (keseimbangan

antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ang menjunjung tinggi keseimbangan

antara kemaslahatan indivic 2gala aktivitas yang diusahakan
ekonomi Islam be asi  kehidupan. Sehingga

pisa tercapai. Akan tetap

individu di
dalam mengubah
idu dari masyarakat keadaannya

sendiri.
2.2.4.3. na al-Madiyah wa al ngan antara

mencari re ng ada, dan

Islam a tkan rezeki ada. Allah

ai perhiasan. merupakan

bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran. Akan tetapi pemenuhan
terhadap aspek materi haruslah selalu sesuai dengan kebutuhan, dan dalam rangka
mendekatkakan diri kepada Allah. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya

secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi aturan ketentuan Allah.
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Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan ‘sensitivitas’-nya, dan akan
memperlebar jurang kesenjangannya dengan si miskin. Dan Allah menyediakan
seseorang yang berperilaku mubazir dengan setan sebagai saudaranya.

2.2.4.3.7 Al-Wagqi’iyah (realistis)

Ekonomi Islam bersifat realisti sistem yang ada sesuai dengan kondisi

real masyarakat. Ekonomi mbuhnya usaha kecil dalam
masyarakat yang pa isa mendon patan mereka. Ekonomi

engadopsi segala sistem
yang ad satu alasan

dalah untuk

tara manusia. Karena ) keharaman
dalame akan sebab yang beraki ng lain.
2.2.4.3. niversal)
punyai sistem yang sangat sal m i itu, ajaran-

dipraktikkan na pun ia be arena tujuan

hanyalah in solution yang eksi - dengan

aslahatan di iadakan kerus muka Bumi

PAREPARE

at manusia.

Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat

%|ka Yunita, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34.
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pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang
secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.’
Dengan kata lain tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di

dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat melalui tiga

sector perekonomian yaitu sektor pa syarakat dan Negara.®

alah milik Allah SWT.

kepada dan

kan karena akan menya i um, segala
hal yan han hidup orang banya
unakan sumber-sumbe gan sebaik-
sai oleh Negara demi terci

am Q.S Al-I

ERer

PAREPARE

Terjemahannya:

¥Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magasid al-Syari’ah, (Jakarta: Pranademida Group,2014), h.12.

*pysat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta
atas kerja sama dengan Bank Indonesia,Ekonomi Islam, h. 17.
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Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi
ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia
kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.®

2.1.4.3.2 Nilai dasar keseimbangan
Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah

dengan konsep keadilan. Allah S nggambarkan posisinya dengan kondisi

dimana jika terjadi ketimp berekonomi, maka hendaknya

dikembalikan pada p . Posisi nya adalah keseimbanga,
sebelah, baik itu usaha-

pertengahan, dan ke eseimbangan adalah t

usaha k an, maupun
yang te kewajiban.
Sebagai

Gl |4 sl

O .

Terjemg )
puji bagi h iptakan lang bumi dan
akan gelap n orang-o ang  kafir
sekutukan (s ereka.*

2.1.4.3. i dasar kan R E PA R E

dalam Al-
Qur’an, lebih dari seribu kali [a menyebutnya. In1 menunjukkan bahwa nilai keadilan
memiliki bobot yang sangat dimulyakan dalam Islam. Nilai keadilan merupakan
manifestasi nyata dari kebebasan yang terbatas dalam Islam. Konsep ini mengikat

kebebasan mutlak yang dianut manusia, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh rasa

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 127
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 247.
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kedailan. artinya tidak terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi.** Allah

Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:135

gy benar-benar
rimu sendiri
maka Allah
hawa nafsu
tar balikkan

2.1.4.3. samaan/kerja sama eko

indikator dari rang. Nilai

kan tersebu i usia secara

ata Allah me dan martabat sama. Sesuai

’an menyatakan dalam -Nisa/4:29

PAREPARE

Terjemahannya:

*'Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2007), h.2.
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 192.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*?

2.3  Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Kota Parepare dalam

Mengembangkan Ekonomi k Ekonomi Islam”, judul tersebut

mengandung unsur-uns ertiannya agar pembahasan

dalam penelitian ini us dan lebih spesifi ing itu, dengan bantuan

omena yang

alam pen : arena itu, berik diuraikan
tersebut.
ukan, vyaitu seorang hak dan
kewajib i la seseorang melaksana annya sesuai

disebut ai . eran  adalah
kelengk ari : Nga Jsarks an_ya oleh orang
karena

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah bagian

utama yang harus harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki tanggung jawab.

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 159.

*Ase satria, “Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli,” Situs Resmi
Materi Belajar, http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html
(19 Mei 2018).
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2.3.5 Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.*

Pemerintah merupakan pihak yang bertugas mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan masyarakat dapat tertan 1gi jika pemerintah merancang kebijakan

investasi demi pengelolahan daya nasional. Kemiskinan bisa

dan biasa disertai de : . g menganggur menderita

yang
tan manusia untuk me Jupnya yang
mpuan orang mendap Sedangkan

objeknya yaitu rakyat. Da dapat ditarik

tan ekonomi

engacu pada

al i, distribusi, n konsumsi

an rakyat.

sam PAREPARE

membantu

dan distribusi

*»pemerintah”, Wikipedia the Free Encycolopedia, https:/id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
(18 Mei 2018).

*30eharsono Sagir, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, h. 68.

*"Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Cet. V (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h.1.
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sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan mugashid, tanpa mengekang
kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi
yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan moral

masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan ekong am adalah ilmu pengetahuan sosial yang

membahas perekonomian se pat diselesaikan berdasarkan Al-
Qur’an dan Sunnah.

engertian-pengertian tersebu aka yang penulis maksud

igunakan sesuai deng berdasarkan

terhadap sistem ekon

13l

PAREPARE

a Parepare.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



36

2.4  Bagan Karangka Pikir
Ekonomi kerakyatan
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka

penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Pemerintah Kota Parepare

A
Ekonomi Kerakyatan

y

Kepemilikan Kerja sama

A

Keadilan

Keseimbanga

EKONOMI ISLAM

PAREPARE

penulis akan
membahas bagaimana peran pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan
bentuknya adalah koperasi yang dimana ekonomi kerakyatan memiiliki prinsip
kepemilikan, keseimbangan, keadilan dan kerja sama bila ditinjau dari nilai dasar

ekonomi Islam.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi

beberapa hal yaitu jenis peneliti enelitan, fokus penelitian, jenis dan
sumber data yang diguna ata, dan teknik analisis data.*®
Untuk mengetahui i, maka diuraikan sebagai
berikut:
3.1Jen
adalah jenis
peneliti ipti if, yaitu mencari infor ngumpulkan
data b i kata yang dilakukan i wawancara,
penga un dokumentasi hingga ngupayakan

memahs a irkan data tersebut ke ntuk dapat

menyi hasil akhir d iti
3.2 Lok Waktu Peneliti
3.2.1 Penelitian

an penelitian

ah di Dinas

*Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

37
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3.2.2 Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difok ada sistem ekonomi kerakyatan yang

berbasis terhadap kesej menjadi wadah untuk
menerapkan ekonomi mi Islam di kota Parepare

3.4 Jenis dan Sum

t responden, yaitu o
liti, baik secara lisan isa bila peneliti
asi maka sumber datan , gerak atau
Proses s ata dalam penelitian ini ter j aitu sumber
data pri sumber data

341 imer

mer diperole mber asli dar den melalui

upun kueFAun(EeFAgnaEatan data

jadi sumber

*Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN Po Press , 2010), h.
68
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3.4.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs

internet, serta informasi dari beberap Si yang terkait.
3.5 Teknik Pengumpulan
di lokasi penelitian atau

enelitian dan memperoleh

ama dari penelitian ad 3 ata. Adapun
teknik g digunakan dalam pen i agai berikut:

35.1 si)

am penelitian yang mana S pe lan datanya

melalui atan secara k yang dite nya sengaja

bukan hany: at sepintas.”® Dala ini, peneliti
a

re.

berlangsung

antara dua ore ala asi Sa adapan sala : yaitu yang

**Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van
Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.
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melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti
yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.>
Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam

suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu

elemen penting dalam proses peneliti Mawancara sering disebut sebagai suatu
proses komunikasi dan inte
Sehingga dap pakan teknik yang paling

efektif dalam mence den. Walaupun terdapat

suasana menyenangkan i keterbukaan

ta yang diinginkan oleh

dokumen-
Metode ini

atan penting

*'Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.
50.

*2Bagong Suryono , Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

**Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.
158.
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3.6 Teknik Analisis Data
Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan
melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-

kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada pada dasarnya dilakukan sejak

memasuki lapangan, s apangan, dan sai di lapangan. “Analisis

peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif

da itatif adalah bersifat

ta y oleh, selanjutnya dike pola gan tertentu
atau me pote
enelit menggunakan teknik anal uktif a data yang
apangan sec iuraikan dalz a-kata yang

pulannya bersifa

analisis data eduksi data,

e 8 T I

tiga metode,

perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.® Dalam proses

reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

**Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. 11; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

**3ygiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Cet.
19; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.
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Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. la merupakan
bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi
kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa

pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data

adalah suatu bentuk analisis yang jam, memilih, memokuskan, membuang,

dan menyusun data dalam ulan akhir dapat digambarkan

dan diverifikasikan.

3.6.2.
............ ; masi t ! g memberi
an. Bentuk

erupa teks naratif, matr dan bagan.

penyajié

Tujuan emudahkan membaca pulan. Oleh

karena rtata secara apik.

sebut berpencar- an, tersusun
salahan atau
g memihak,
ya adalah
entuk yang
Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang

dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan

reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah

*®Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 209.
>"Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.
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dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan
menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam
sel yang mana adalah aktivitas analisis.*®

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah Kketiga dari aktivi lisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan eliti kualitatif mulai memutuskan
“makna” sesuatu, eraturan, pola jelasan, konfigurasi yang
proporsi-proporsi. Pene kompeten dapat

jujuran dan
> mungkin tidak akan t pulan data
ukuran korpus dari pengodean,

etode perbaikan yang an peneliti,

dan tun i ng dana, tetapi kesimpulan sejak awal,
bahkan tif.>
konfigurasi

perlangsung.

2sesuaiannya

8 Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.
*Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.

9Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 210.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Alamat Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota. Parepare beralamatkan di Jalan Jenderal

Sudirman No 61. Parepare T 59, Fax : (0421) 23517, email :

disnaker@pareparekota

diatur dalam
.......... uga , fungsi dan
snaker Kota

bertanggung
bina dan

menyelenggarakan tu okok tersebut, Dinsk )ta Parepare
P
agakerjaan
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
bidang tenaga kerja
3. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang ketenagakerjaan

44
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4.

45

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan

fungsi.

4.1.2.3 Rincian Tugas

10.

11.

Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut:

Membuat program kerja a berdasarkan rencana kerja masing-

masing bidang

perluasan kerja melalu andiri dan

program padat karya sk

kan pusat dan provinsi akan daerah

strategi penyelenggaraan pe han bidang

dan kerja pada ahaan dan

rjaan

akreditasi

Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari
kerja
Melaksanakan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta

perlindungan tenaga kerja

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



46

12. Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat
13. Memberikan kartu tanda Pencari Kerja
14, Mengkoordinasikan penyusunan, penyuluhan, dan menganalisa pencarian dan

data lowongan kerja

15. Membuat laporan hasil pela n.tugas dan memberi pertimbangan serta

saran kepada Waliko okok dan fungsi.

4.1.2.4 Struktur Organi

Struktur Orge Dinas Tenaga Kerja arepare tertuang dalam
Daerah Kota

ganisasi baga Teknis
dak lanjut dari Peratura 41 Tahun
rangkat Daerah. Dala pokok dan
naga Kerja Kota Parepa
mpunyai tugas pokok

atan ketatau iputi trasi umum, aturan, surat

kegiatan, pelaporz keuangan.
1. canaan dan
2, c K C ala v v al da a a aSi umum’

keaparaturan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi
dan pelaporan
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan sub bagian
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4.  Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan
keaparaturan badan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris

dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala s

Kepala Sub Bagian Ad epegawaian

3 agic aluasi dan Pelaporan

gas pokok

peningkatan
Produktifitas

i

teknis bidang

dan kegiatan bidang

pehabat fungsional

aan tugas lain : i dan fungsi.

2. Kepala Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
4.1.1.43 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, memiliki tugas pokok

melaksanakan pembinaan dan pemantauan penempatan tenaga kerja dalam
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dan luar negeri serta penciptaan lapangan kerja dan perluasan kerja.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
1.  Pelaksanaan kebijakan teknis bidang

2.  Pelaksanaan program dan kegiatan bidang

3.  Pembinaan, pengkoordinasian endalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup

4.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesue pokok dan fungsi
atan Tenaga
Kerjad
1. tan Tenaga Kerja
2. angan dan Perluasan Ke
4114 Penempatan Tenaga gas pokok
aksa embinaan dan pemantauan pata kerja dalam
luar negeri gan kerja da asan kerja.
ala Bidang Penem Kerja mempunyai
1. aan kebijaka
2.
3 rogram dan
4, Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penempatan Tenaga

Kerja dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu:
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1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja
4.1.1.45 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,

mempunyai tugas pokok membimbing, membina, mengatur, dan

m,engawasi pelaksanaan b an industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

1.

2.

3 rogram dan
4. rogram dan kegiatan dal

5. yang di berikan pimpina lan fungsi.

elaksanaan tugas dan fungs epal g Hubungan

2 (dua) orang

1. Kerja
2. enaga Kerja
41.14. erja (BLK)

pelaksanaan
pelatihan pencari kerja serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan pedoman

yang berlaku.
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Secara lengkap struktur organisasi dinas tenaga kerja kota Parepare dapat dilihat pada

bagian berikut:

4.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja kota Parepare

A 4

BAGIAN

Bina Pelatihan dan

Produktifitas

v

Seksi

Penningkata

n

produktifitas

Tenaga

Seksi
Pembinaan
Lembaga
Sarana
Pelatihan
Keria

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

|

INSTITUTE PAREPARE

[
o

SUB BAGIAN
Adm
Umum dan Pegawaian

SUB BAGIAN
Evaluasi dan Pelaporan

SUB BAGIAN
Perencanaan dan
Keuanaan

A

y

BAGIAN

BAGIAN
Penempatan Tenaga
Kerija

Hubungan industrial dan
Perlindungan tenaga kerija

STATE OF ISLL__|

v..

Seksi Seksi Seksi
Pengembangan Penempatan Hubungan
dan Perluasan Kerja Industrial dan

Kerja syarat Kerja

Seksi
Pengawasan
dan
Perlindungan
tenaga kerja

UPTD
L, | BalaiLatihan
Kerja
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Disnaker Kota Parepare pada
tahun 2013 didukung oleh Sumberdaya Aparatur (aparatur) yang terdistribusi pada
sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur Disnakerdapat dilihat pada tabel dibawah

ini.

Tabel 4.1 Jumlah Aparatur berdasarka wdidikan, pangkat, dan eselon®™

URAIAN JUMLAH

A. PENDIDIKA

uda Tkl
uda
Tk 1

Muda Tk
Muda

g

: orang

I -b 2 1 3 orang
IV-a 5 5 10 orang
1V -b 1 - 1 orang
Fungsional Teknis 17 3 20 orang
Staf 15 10 25 orang

®'Eselon adalah jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 jenjang yaitu Eselon IA dan
Eselon IB.
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Aparatur Dinas Tenaga KerjaKota Parepare berjumlah 61 orang, yang terdiri
dari 58orang PNS dan 3Aparatur Tidak Tetap (PTT). Dengan memperhatikan data
tersebut, tingkat pendidikan aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare cukup tinggi,

namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal

ini menuntut setiap aparatur bersikap ional untuk tetap melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dalarn 1.dibidang ketenagakerjaan.
Masalah lain staf perencana yang
berimplikasi tidak optime perencananaan dinas. Selain itu,

masih

tenaga ia
kerja.

i gawas ketenagakerjaan j
Pegawa as ketenagakerjaan yang b

segera

1 Kerja, yaitu
n penepatan

drmasi pasar

h tersendiri.
) orang akan
i pengawas
n industirlal
kelemahan-

si pelayanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabatan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam

82profil Disnasker Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, 2013.
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perencanaan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai
sarana bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melakanakan program dan

kegiatan.

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare adalah dokumen

perencanaan untuk periode 1 (s ng memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan bai erintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan m ana kerja Dinas Tenaga

"""" esmigdaerah yang

sasaran strategis yang ana strategis
ja Kota Parepare akan am dokumen
oman yang lebih imp
tor k i encana kerja
Tenaga embangunan
Daerah erja Tahun

°JMD) Kota

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare memiliki fungsi yang
sangat fundamental dalam sistem perencanaan pada unit organisasi terendah, kerena
berhubungan langsung pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota
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Parepare sebagai dokumen perencanaan yang memuat tentang permasalahan-
permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yang dituangkan
dalam bentuk program dan kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan

termuat dalam Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja yang dilakukan pengukuran

terhadap tingkat pencapaian Kinerj olok ukur kenerja, target kinerja sesuai
dengan tugas pokok dan fu

Rencana kerj
tahap yaitu:

4131

lalu berdasarkan Ren ; isu penting

as dan fungsi SKPD; p rancangan

usan tujuan dan sasara lan program

asyarakat; h) Perumusan i i) Penyajian

bkumen ranc j : angan Renja
k) Pembahas an'l) Penyesuaian ¢ n rancangan

KPD

4132 penyajiarpﬁrn EPKFR Eg dilaku

008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.
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4.1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Tahun 2016 adalah untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kota Parepare Tahun 2016 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun

2013-2018 serta menggambarkan inerja yang dapat ditransformasikan ke

dalam Rencana kerja dan Re RKA) yang akan menjadi salah

satu tolok ukur penilai 5 pokok dan fungsinya.

Rencana kerja Dina aga Kerja adalah untuk
a yang telah
penyusunan
n 2016 dan penuntun di program dan

Ten Kota Parepare untuk ja

415 dan

man ahui bahwa Renstra Dinas ja at Visi, Misi
, Strategi da
pijakan yang
ada dal i embangunan
Kerja 2016

Jalam kurun

“Terwujudnya Tenaga Kerja Profesional Yang Mandiri, Harmonis Dan

Berkeadilan Menuju Kota Parepare yang Maju dan Bermartabat ”

«Dinas Tenaga Kerja”, Perjanjian Kinerja 2016 Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
https://ppid.pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Renja-2016 disnaker.pdf,(8Agustus 2018).
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Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
menjabarkannya dalam beberapa misi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Tenaga Kota Parepare, dengan adanya pernyataan misi ini diharapkan

seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dapat memberikan konstribusi

nyata dalam upaya pencapaiannya misi dan tujuan, dan sasaran Dinas

Tenaga Kerja Kota Parepare

Tabel 4.2 Misi, Tujuan an Di ota Parepare
NO i Sasaran
1 -
2 Menyiapkan tenaga
siap pakai
3
4
kerja dalam rangka
5 | Melaksanakan dan Menyiapkan tenaga kerja | perlindungan
mengembangkan siap pakai tenaga kerja
pelatihan sesui dengan tersedianya tenaga
standar kompentensi kerja siap pakali
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.2.1 Bentuk konstribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi
kerakyatan

4.2.1.1 Bantuan Pelatihan

Pelatihan atau Magang a es melatih, kegiatan, atau pekerjaan.

Pelatihan mempersiapkan gambil jalur tindakan tertentu

encapai tujuan. Pelatih 3 dang secara
sempit terbatas, pelatihan me : awai dengan
dan dapat diketahui ser

aat ini. Dengan adanya pela kuskan pada

kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi.
Peran pemerintah dalam pengembangan pelatihan sangat penting, besarnya

sebuah lembaga sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari
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pemerintah, sehingga dapat pengembangan sektor usaha yang nantinya mereka
tekuni.

Pemerintah sebagai fasilisator mempunyai tanggung jawab dalam
mengembangan dan meningkatkan perekonomian. Pada saat yang bersamaan, negara
juga mengembangkan kelembagaan.di tingkat masyarakat, umunya lembaga berperan
positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Seperti hal-nya di
Parepare yang terdapat suatu lembaga yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan
dengan koperasi secara keseluruhan. Adapun Bantuan yang diberikan dari dinas
tenaga kerja kota Parepare terhadap semua koperasi Sebagaimana yang dikatakan

salah satu pegawai dinas tenaga kerja‘kota Parepare bahwa:

“Untuk mengembangkannya itu melalui pelatihan perkoprasian dengan
pembinaan kalau dari segi koperasi.”**

Seperti pula yang dikatakan oleh pegawai dinas tenaga kerja Parepare yang

mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini mengenai bantuan pemerintah selalu memberikan kepada
seluruh pelaku UKM selaku_koperasi-yang ada di kota Parepare hanya
berbagai program ' dimana kegiatan | usaha itu dilaksanakan untuk
meningkatkan produktifitas‘usaha yang mereka lakukan ‘dan meningkatkan
kualitas hasil pendapatan perekonomian'yang dikembangkan dalam usaha
yang mereka laksanakan sehingga nantinya diharapkan mereka bisa menjadi
pelaku ekonomi yang mandiri-dalam hal ini mereka bisa dengan permodalan
yang dialakukan japakah jitu berupa petermakan®modal kerjasama kredit atau
modal-modal lainnya yang- bekerjasama“dengan BUMN, BUMS termasuk
didalamnya mereka bisa kelola dengan baik dan bisa dimaksimalkan untuk
nilai tambah dalam E)erekonomian yang dikembangkan di usaha-usaha yang
mereka laksanakan.”>

*Nurwahida, PNS Disnaker Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis 1 Agustus 2018.

®Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare,
wawancara oleh penulis 2 Agustus 2018.
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Pelatihan biasa di artikan sebagai manajemen sumberdaya manusia atau
pelatihan salah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang
pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para

pegawai yang terlibat dalam instansi. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan dari

dinas tenaga kerja, sehubung den alah satu pegawai dinas tenaga kerja

mengatakan bahwa:

s ke sumber
atih sumber

memajukan
perjuangkan
latihan atau

pengawasan, pelatihan dimaksudkan "dapat dikatakan jalan bagi pertumbuhan

®*Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2018.
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koperasi dengan jalan memperkuat informasi dan pemberian petunjuk mengenai
pembentukan koperasi.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpukan bahwa bantuan

pelatihan yang diberikan dari pemerintah kota Parepare dalam hal ini dinas tenaga

kerja, yang mana untuk mengemb Koperasi dengan jalan bantuan pelatihan

menegenai bentuk-bentuk pe aitu pelatihan perkoprasian dan
kewirausahaan. Sehing ereka pahami bagaimana

dan dapat meningkatake
421.2

ari bahasa

erancis yai au pameran,

Etalase k lemari, kotak, atau pakai untuk

tempat ai barang, seperti ben i nda antik di
museu gan di toko.Barang ya alam etalase

adalah yang perlu dili i dari aca, seperti:

ebu, dan sinar mata : liletakkan di
sering dijad sering perlu
bta Parepare,
eli dan daya
jual bagi pelaku usaha. Namun terdapat proses-proses tertentu yang harus di lakukan.
Seperti yang dikatakan Nurwahidah saat di wawancarai melalui apkikasi whatshap

bahwa:
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“melalui tahap verifikasi dulu apakah layak menerima atau tidak kemudian
ada usulan dari kelurahan melalui musrenbang.”67

Etalase bisa berbentuk lemari kaca seperti di toko kue, kotak berkaca di
museum atau toko perhiasan, serta tempat memamerkan barang atau pakaian model

baru yang dikenakan manekin di balik jendela kaca Show window. Barang-barang

yang dipamerkan pada etalase di g diberi hiasan yang berkaitan dengan

perayaan, musim, atau a on). Di Indonesia, rak tempat

5568

erti (lemari etalase).
akan diberikan di area ¢ tenaga kerja
ng terkait yang mengat ini. Namun

an bagi seluruh koperasi di par

amanya tapi
k kelompok

wa setelah

bantuan pelatihan yang berikan terdapat bantuan etalase contohnya lemari, yang

*Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis melalui aplikasi Whatsapp, 6 September 2018.

®*Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis melalui aplikasi Whatsapp, 6 September 2018.

**Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis melalui aplikasi Whatsapp, 6 September 2018.
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bantuan ini hanya di peruntukan bagi seluruh pelaku usaha tetapi terdapat
rekomendasi dari kelurahan setempat dan melalyui tahap verifikasi dari pemerintah
yang menangaini bantuan ini.

Dari segi koperasi yang pembangunannya memerlukan bantuan pemerintah.
Di mana, melalui beberapa departemen. teknis yang dimilikinya, pemerintah
diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi koperasi.
Keikutsertaan pemerintah dalam pembinaan koperasi itu. dapat berlangsung secara
efektif, tentunya di perlukannya koordinasi antara lembaga yang satu dengan
lembaga yang lain. Tujuannya adalah agar terdapat keselarasan dalam menentukan
pola pembinaan koperasi secara nasional. Lembaga yang yang terikat langsung

dengan bantuan yang di berikan, sehubung dengan ini dia mengatakan bahwa:

¥Dalam program peningkatan kualitas perekonomian dimana presiden
menyinggung dan mendorong agar supaya sekarang pengembangan ekonomi
di arahkan ke sektor riil ke ekonomi kretif kepada rakyat masyarakat
Indonesia tentu pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini lembaga-
lembaga yang berhubungan dengan hal tersebut mereka semua memberikan
akses kepada usaha perusahan-perusahan swasta dana yang mereka siapkan
menyediakan dana usaha=usaha kecil-menengah kerjasama ke mitra juga ada
sama BUMN juga ada hampir samua instansi yang terkait dengan hal itu dan
kelembagaan yang terkait dengan itu turut berperan serta secara aktif dalam
angka meningkatkan ekonomi mereka serta memberikan akses proses
bagaimana supayah usaha yang mereka kembangkan bisa di sosialisasikan
ketingkat yang lebih luas taro kan misalnya ada seorang penjual misalnya
kanpenjual-penjualy makanan pringan jpenjualrasaha-usaha misalnya berupa
usaha-usaha seperti Kkue ‘dan “lain’ sebagainyasbiasa kita carikan ke mitraan
untuk penjualannya taro kan misalnya di salurkan ke indomart alfamart
supaya penjualan mereka diterima supaya bisa jualkan di koperasi sendiri ada
istilah tempat untuk promosi untuk UKM di setiap daerah di profensi itu ada
berupa promosi untuk bisa di pasarkan termasuk bantuan peralatan apa
isitilahnya semacam keemasan-kemasan.”

®Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 2 Agustus 2018.
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Mendorong perkembangan koperasi bukan berarti pemerintah ikut campur
tangan dalam urusan koperasi. Kebebasan gerak koperasi tetap terjamin. Koperasi
tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur diri sendiri. Pemerintah hanya
menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, perlindungan dan pemberian
fasilitas serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan koperasi. Terhadap sistem
bantuan yang diberikan oleh pihak tenaga kerja kota Parepare apakah bantuan itu di
berikan secara perorangan atau perkelompok, hal ini ditanggapi langsung oleh

pegawai dari bidang perkoprasian yang mengatakan bahwa:

“Kalau dalam program bantuan diberikan untuk dalam usaha kelompok kalau
masalah perorangan biasanya tidak di tangani oleh pihak pemerintah tapi
ditangani oleh mitra-mitra dalam hal ini yang melaksanakan penyalur kredit
usaha rakyat biasanya itu pihak perbankan yang melakukan tersebut tapi kalau
kelompok biasanya kita salurkan berupa peralatan usaha-usaha seperti
misalnya kelompok UKM biasanya kan pedagang kaki lima biasanya kita
berika etalase kalau usaha-usaha produksi seperti makanan ringan kue dan
sebagainya masih dibantu peralatan berupa peralatan untuk produksi usaha
juga bantuan peralatan seperti usaha salon mengenai permodalan selama ini
yang Kita bantu bahwa semenjak di dirikan kredit usaha rakyat melalui
perbankan itu biasanya di arahkan ke BUMN seperti perbankan yang
menangani masalah itu.”"*

Terhadap bantuan berupa” modal usaha yang diberikan pemerintah kota

Parepare sehubungan dengan ini‘pihak dari tenaga kerja mengatakan bahwa:

*Kalau bersifat permodalan kita lebih menekankan kepada pihak-pihak yang
berkompoten dibidang itwy biasanyamnperbankan ada juga di kementrian
koperasi dan UKM tapi dia-di=arahkan“ke' sektor riil dan itu ada persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi jika persyaratn bisa di penuhi_dan memang
terbukti usahanya bisa memiliki potensi insya Allah bisa bantu”.”

Kemudian ditambahkan pula dari Nurwahidah selaku pegawai dinas tenaga

kerja pada bidang perkoperasi bahwa:

"LJonny SE, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 2 Agustus 2018.

"2Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 2 Agustus 2018.
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“Adapun dalam bentuk bantuannya itu kan ini baru 1 tahun dan koperasi baru
bergabung di tenaga kerja jadi kalau bantuan modal belum ada hanya dalam
pembi7r§aan melalui pelatihan terus pengawasan untuk pengembangan SDM-
Nya.”

Berdasarkan konstribusi yang diberikan pemerintah kota Parepare terhadap

ekonomi kerakyatan dalam hal ini koperasi, dimana bantuan yang diberikan berupa

pelatihan dan etalase. Dinas ten Parepare sendiri memberikan bantuan

Pelatihan agar masyara dalam membangun usaha
kedepanya. Bantuan e 3si yang terkait melainkan
kepada gse N orang yang mem sahagtetapimmelaluigbeberapa tahapan.
Terkait menangani
hal ini i - tuan modal

pendané

4.2 tah kota Parepare t kerakyatan
m

ker an dikembangkan setelah pro kaan tahun

1945, da kekuatan

i atau usaha

i kerakyatan i yang berbz
. Dimana ek gai kegiatan
oleh rakyat keban dengan secara me

ja yang dBAlRaE MR\E

sumberdaya

enjadi basis
kehidupan masyarakat local dalam “mempertahan kehidupannnya. Ekonomi
kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

lokal dalam mengelola lingkungan kehidupan mereka.

Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2018.
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Ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari Muh. Hatta. Sebagai
proklamator dan sekaligus sebagai seorang ekonomi pejuang, Muh. Hatta tidak hanya
turut meletakan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat

berdasarkan konstitusi. Beliau juga memainkan peran sangat besar dalam meletakkan

dasar-dasar  penyelenggaraan ian nasional berdasarkan ekonomi

kerakyatan. Bahkan, seba sia, Muh. Hatta-lah yang secara

konsisten  memperj konomi rakyat dalam
nggaraan

K beda, tetapi

secara nal sebag ana terdapat

iasanya yang memilik mi terbatas,

organisasi perusahaan ra bersama,

sumbangan yang setara ) diperlukan,
dan ber risiko serta menerima imb engan usaha
yang an bersama.

satu prisip
dari ek i i rpihak pada
i menengah
kerakyatan.
perjuangkan

kebutuhan ekonomi para anggotanya.

"Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
atas dasar suka rela secara kekeluarfaan.

"Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan (Cet. I11; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2016), h. 11.
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Sesuai dengan pemikiran Muh. Hatta ekonomi kerakyatan yang menjadi
instrumen pertama adalah koperasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

asas kekeluargaan membangun usaha yang paling cocok dengan azas kekeluargaan

itu adalah koperasi. Hal ini demiki i dengan pernyataan Muh. Hatta yang

menyatakan
“...dan bagi rakj lan lain jang terpakai bagi
memadjukan u i i oqper%si adalah sendjata

Hatta juga

gerakan koperasi-lah katkan taraf

bekerja sama, artinya i an ekonomi

bersama. Salah satu sedia  untuk

i kerakyatan di kota Pa an koperasi

menitikberatkan terhadap kesejahteraa

rakyat sedangkan koperasi wadah yang

digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ekonomi kerakyatan tersebut.

"®Muhammad Hatta, beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Pembangunan (Cet.
VI; Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960), h. 120.

Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare,
wawancara oleh penulis di Parepare, 2 Agustus 2018.
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Dalam masalah ekonomi ajaran yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah,
sesungguhnya dapat dipahami, karena persoalan ekonomi merupakan hal yang rentan
terhadap perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial yang

berkembang ditengah-tengah masyarakat, dapat mempengaruhi bentuk-bentuk

kegiatan ekonomi yang berlaku.

Keadaan ini juga diper ilmu pengetahuan dan teknologi
membuat kegiatan ek engalami berbaga reasi-kreasi baru. Seperti
halnya bentuk dan ekonomi yang pada sebe a belum ada dan sekarang
ing dengan
perubahan-
Ikan bentuk-bentuk da
asi dan usaha tersebut ti gan kaidah-

alam Al-Qur’an dan As
ng biasa juga dikatakan den
nomi syari’a

asalah eko

merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandaskan pada konsep Islam.

Ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan mempunyai tujuan yang sama, yaitu
kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi bagi semua orang. Menurut Islam,
keadilan dan kesejahteran dalam kehidupan ekonomi harus berlandaskan norma dan

etika Islam, sehingga semua sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan syariat
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Islam. Ekonomi kerakyatan di kota Parepare sudah berjalan dengan institusi yang
sudah dirancang, yaitu koperasi. Koperasi merupakan ujung tombak yang diharapkan

sebagai alat untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

Ketika membicarakan sistem ekonomi di Indonesia maka akan dijumpai

demokrasi ekonomi (ekonomi Ke kait masalah ekonomi kerakyatan di

kota Parepare yang sesuai.c

T o ekonomi Islameyaituspemilikansyangsterletak kepada

ber-sumber

hal yang menyangkut k
. Manusia harus dapa ber-sumber

baik-baiknya. Sistem

a segala sesuatu yang ada di a bu adalah milik

Pemerintah diberikan ang untuk

sumber-su r al hal ini k

a Parepare tidak ha tingkan kepentinga endiri tetapi

ekonomiMﬂtE BMIEhan.

Nilai dasar keseimbangan artinya menekankan pada ekonomi individual dan
juga kelompok atau komunitas. Artinya terjadi keseimbangan antara kepentingan diri
sendiri dan kepentingan bersama, selain itu penekanan agar tidak hanya memburu
kepentingan dunia tetapi tetapi juga harus mementingkan kepentingan akhirat serta

meniti beratkan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Terhadap kontribusi
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pemerintah kota pare dimana terjadi kesiembangan. Sebagaimana dikatakan dari

wawancara yang dilakukan penulis mengatakan bahwa:

“Bentuknya itu ada semacam sosialisasi, gemaskop namanya gerakan
masyarakat sadar koperasi kita adakan di 4 kecamatan bagaimana mereka bisa
membentuk satu koperasi sehingga melalui koperasi itukan hasil-hasil
seumpama kayak pertanian biar.mereka bisa membentuk koperasi dan hasil-
hasil pertaniannya dikelol koperasi jadi otomatis ekonominya
meningkat dalam hal itu ji

Dalam UU No. ian, yang dimaksud dengan

koperasi adalah bad ang beranggotakan rang atau badan hukum
si sekaligus
sebagai gerakan ekonomi ra Ve atas asas k L , disebutkan
emajukan“kesejahteraa

serta_ikut membangun
masyarakat yang maju, 3 berlandaskan
ng Dasar 1945.
pta Parepare
omi keraky: gan karena

sini melaku kontribusi

berupa asi jadi tidaknya meme iri sendiri tetapi kepa luruhan.
4.2.3 1S3 '-o-r:l

sa keadilan,
dimana setiap tindakan ekonomi harus berdasarkan keadilan yang menandakan bahwa
derajat manusia sama dihadapan Allah begitu pula di hadapan hukum. Dimana

pemerintah kota Parepare tidak boleh membedakan pelaku ekonomi seperti

"®Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis 1 Agustus 2018.
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pengusaha besar maupun yang tidak. Dalam konsep ekonomi kerakyatan di ambil
berdasarkan ideology Negara Indonesia yaitu pancasila, sedangkan keadilan ddalam
ekonomi Islam diambil berdasarkan pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadis.

4.2.4 Nilai dasar kerjasama

Nilai dasar kerjasama menj has pada sistem perekonomian Islam.

Manusia tidak lepas dari k 3. pada dasarnya manusia adalah

makhluk sosial ma p berkelompok erjadi beribu tahun yang

lalu.mencicirkan dirinya sebagai Negara yang

sar atas asas kekeluarg

kegiatan, kebijakan, da
tuskan dengan berdas
sama akan menimbulkan tara sesama
parepare

ai dinas ten rja parepare

maya di as tenaga
ota Pare adi - pi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terhadap konstribusi pemerintah kota

Parepare terhadap ekonomi kerakyatan menerapkan nilai dasar ekonomi Islam karena

Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota
Parepare, wawancara oleh penulis, 6 September2018.
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terdapat kerja sama yang dilakukan pihak kecamatan di seluruh kota Parepare untuk
mencari badan usaha yang layak mendapatkan bantuan dan dinas tenaga kerja yang

akan menyeleksi untuk memberikan bantuan tersebut.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian

penutup skripsi ini ditarik kesi
5.1.1 Konstribusi ya dap ekonomi kerakyatan

bentuknya a erasi, bantuan yan n berupa pelatihan dan
5.1.2 Perspektif ekonomi G onomi kerakyata pa koperasi

i 4 nilai da \ dengan nilai

t. Salah satu
ciri kha i i iki koperasi

2raan rakyat,

erintah  kota
gelut dalam
masyarakat
dengan membuat traning yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat agar nantinya
dapat lebih memperbaiki serta meningkatan perekonomiannya dan dapat mengelola
koperasi dengan baik. Pembangunan koperasi perlu diteruskan, karena pembangunan

adalah proses, memerlukan waktu serta konsistensi dalam pelaksanaan,

72
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berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti masalah
kemiskinan, jumlah pengangguran. yang sangat mempengaruhi ekonomi rakyat

dimasa depan.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara pegawai dinas tenaga kerja kota Parepare
1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai ekonomi kerakyatan di kota

Parepare saat ini?

2. di Parepare yang di bantu
3 nas terkait masalah
4. repare?

5. atau ada
6. atau lembaga lain n bantuan

13l

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat | J1. Amwt Bektt No. 8 Someang Kots Porwpare 02132 B 10421121 507 B8 (04211 24404
Po Box : 909 Parvpare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Ematl: Infolainparepare.ac.id

Nomor
Lampiran
Hal

:B 380 /In.39/PP.00.9/05/2018

.
L.

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepals Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alatkum Wr, Wb,

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (LAIN)
PAREPARE :

Nama : SRI DEVI SARTIKA

Tempat/Tgl, Lahir : PAREPARE, 06 Nopember 1996

NIM 1 14.2200.192

Jurusan / Program Studi  © Syarl'eh den Exonom! Islam /| Muamalah

Semestor i VIII (Deldpan)

Alamat : JL. JENDRAL AHMAD YANI, NO, 8, KEL. UJUNG BULU,

KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelition di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul -

"PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI
KERAKYATAN MENURUT EKONOMI ISLAM"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mel sampai selesai,

Sehubungan dengan hal torsebut diharapkan kiranys yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperiunys.

Terima kasih,

30 Mel 2018

Page : 1 of 1, Copyright©nfs 2015-2018 - (Firmansysh )

Dicetok poda Tol : 30 Muy 2018 Jam : 10:11:34

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jun. Jersd Sudirmun Nomer 76, Ylb (m')m Fllm'm"f Kode Pos 31122
Emad T~ QoM

PAREPARE

Parepare, 25 Jull 2018

Kepada
050 /£q5 /Bappeda Yih. xmmummummmmm
Lzin Penelitian Parepare
DASAR :

1. Wmmlmmxafmmzmmuxml
Penelitian, Pengembangan dan Iimu Pengetabuan dan Teknologi,

2. mwmmmmwmummmmm
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Datam Neger dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

i Kementerian Daiam Negen dan Pemorintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor 1 B
nxlxnawwmwwmxawwalmmzoxsmwmmm
Sotelah memperhatikan hal tersebut, maka pada pednstm Pemerintah  Kota

Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat

memberikan Lzin Penclitian

"PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN
MENURUT EXDONOMI ISLAM*

Selama : Tmt Jull s.d Agustus 2018

Pengikut/Peserta ! Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnys kami yetujul keglatan dimaksud
dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan keglatan harus melaporkan dirl  kepada
Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan,
mmwwmmmmuommmdm

. Surat Izn akan dicabut kembali dan wmawmwmm
pemegang Surat Lzn tdsk mentaat! ketentuan-ketentuan tersebut di

mwmwmmmwmm.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS TENAGA KERJA
JinJenderal Sudirmun No 61 Telp, (0:421) 21559 Fax. (0421) 23517
Emall dspakerpa gl gom
PAREPARE 91122

N R n

Nomor ; )/ D\SVARER.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ANWAR SAAD, SH, MI1
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Hasil Wawancara dengan Nurwahidah pegawai dinas tenaga kerja kota Parepare

R dveo

<'a ibu Nurwahidah T

Berapa jJumlah koperasi secara
keseluruhan di kota parepare bu?

216 kop

Biasax bu kop i terbagi” dr berap
|enta? -

© Pesan inl 1elah dihupus
12 ONTOBER 2010

Tabe bu” terhapus™ pesan yang ta
kitim kanka [

bentuk kop. ada primer & sekunder

klo jenis didsrkn pd kesamaan
kegiatan & kepentingan eko.
anggotanya L AM

kop konsumen jasaprodusen

im0 ve
ibu Nurwahidah T

13 P

Oh iye bu kisu itu yang kop. Kopwan
sejahtera produks! apa yang sdh
mereka hasil kan bu %3 AN

rotlkue

Kop. Apa s bu yg sdh mendapatkan
bantuan etalase klau d pare-pare

— ~ REP.

Tp ada memank ituu program dr
dinas tenaga kerjs bu Y11 ke

Andes

T ada memardk M program o cnas

1WONaga ketja bu
klo dibidng kop.&usaha mikro ada
pagu wilayah namax tp peruntuknx
bukn u kop.tp org yg membentuk kip
usaha "

ada jg dbidng penempatan

.
®| - o @
~) =

2D .
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Q kan Y sadar kop |

Klay ) i m Konsumsijasa
don produksi seperti apa itu contohx
bu kau di area parepare ™

kop jasa : kop. TKBM "
kop.produksi: kopwan sejahtera

Kan bu kmen smpt nach bing pak jon|
ada bantuan berupa etalase etalase
di sini yang seperti apa I -
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Oh lye bu klau ity yang kop. Kopwan
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pagu wilayah namax tp peruntuknx
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